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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan di atas, peneliti 

dapat menjelaskan, bahwa : 

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014-2016 secara 

berturut-turut, yakni: Rp602.456.000.000,00, Rp753.332.000.000,00 

dan Rp776.118.000.000,00. Kemudian perkembangan Dana Bagi 

Hasil dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: 

Rp179.269.000.000,00, Rp177.790.000.000,00 dan 

Rp204.309.000.000,00. Kemudian perkembangan Dana Alokasi 

Umum dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: 

Rp6.778.723.000.000,00, Rp7.371.771.000.000,00, dan 

Rp7.986.152.000.000,00. Kemudian perkembangan Dana Alokasi 

Khusus dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: 

Rp1.035.214.000.000,00, Rp1.561.431.000.000,00, dan 

Rp2.711.264.000.000,00. Dan perkembangan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: 

Rp1.472.345.000.000,00, Rp1.657.838.000.000,00 dan 

Rp1.332.853.000.000,00. Sedangkan, perkembangan Belanja Bantuan 

Sosial dari tahun 2014-2016 secara berturut-turut, yakni: 

Rp55.050.000.000,00, Rp20.382.000.000,00 dan 

Rp10.969.000.000,00. 
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2. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara parsial tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Sedangkan, variabel Dana Alokasi Khusus secara 

parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3. Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

6.2 Saran 

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti 

menyarankan hal-hal berikut : 

1. Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah memiliki tujuan untuk 

memberikan jaminan sosial bagi penerima bantuan sosial, untuk 

menanggulangi kemiskinan serta memberikan rehabilitasi sosial 

sebagai bentuk penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, diharapkan 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur dapat memberikan perhatian lebih terhadap penerima bantuan 

sosial yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, agar 
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dapat terdaftar dengan baik serta dapat menerima bantuan sosial 

tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penerima 

bantuan sosial dapat memiliki kehidupan yang lebih layak.  

2. Bagi peneliti-peniliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian 

serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat 

diketahui lebih dalam mengenai variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi belanja bantuan sosial pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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